BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR \S TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI BIREUEN,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah,
Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk melakukan percepatan
pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu
(refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan
secara memadai untuk meningkatkan kapasitas penanganan
kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, penanganan dampak
ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing
tetap hidup dan penyediaan jaring pengamanan sosial/social safety
net;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor
13/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau Manurut Da;emh Prov _."_f'.Bi/ Kabupaten/Kota Tahun
| <ibat pada perubahe a.lokasi pendapatan

Scanned by TapScanner



Mengingat

N

bahwa untuk menindaklanjuti maksud tersebut pada huruf a sampai
dgngan huruf ¢, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati
Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020,
guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan dalam suatu
Peraturan;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tetang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Undang-Undang Nomor 23
' [ ahan Daerah (Lembaran Negara
‘Nomor 58, Tambahan Lembaran

Nomor 5679);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
F:rn}'elenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

10, Peraturan' Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

13. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing
Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019
(COVID-19);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;

Tahun 2020 tentang
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22. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun
Anggaran 2020,

MEMUTUSKAN : |

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI |
BIREUEN NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN |
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN

TAHUN ANGGARAN 2020.
Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tapun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 488) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2020
terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah
1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 172.996.403.377,00
2. Dana Perimbangan Rp. 1.202.024.849.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 706.814.877.623,00
Jumlah Pendapatan Rp. 2.081.836.130.000,00

b. Belanja |
1. Belanja Tidak Gt CAE SRS |
a) BelanjaPegawai ~  Rp. 718.464.473.800,00
b) Belanja Bunga = T S . 0,00
¢} Belanja Subsidi SRt ——_————— . 0,00
d) Belanja Hibah G e -~ Rp.  12.583.000.000,00
f) Belanja Bagi Hasil ~3.402.985.000,00
h) Belanja Tid:

o L

Ry S Sty
= e

uIr

o TR T .

' - I-h ‘..II-'JIE j

Scanned by TapScanner



2. Ketentuan Lampiran |, Lampiran la dan Lampiran Il diubah sehingga berbunyi
seba@nmana tercantum dalam Lampiran |, Lampiran la dan Lampiran |l Peraturan

ini.
Pasal [l
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen

pada tanggal 22 Apri\ =200

'Plt. BUPATI BIREUEN,

Diundanglmn di Bireuen
22 AP\ 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN
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